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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan
Tuntunan-Nya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)} Universitas
AKl telah menyelesaikan penyusunan laporan kegiatan Bimbingan Teknis “Optimalisasi
Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”, yang diharapkan dapat memberikan data
dan informasi bagi pihak - pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan Bimbingan Teknis yang akan datang.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah
meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kualitas Anggota DPRD serta perangkat
pendukungnya dalam melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Kepala Daerah secara komprehensif, objektif, dan berbasis regulasi, sehingga hasil
pembahasan LKPJ dapat menjadi instrumen pengawasan yang efektif dalam mendorong
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada
peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan akiif dalam penyelenggaraan
Bimbingan Teknis ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya. Semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat
bermanfaat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Badan Pengembangan Sumber daya
Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa tengah yang telah telah memandu dan
mengarahkan kami agar dapat melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis secara berkualitas,
optimal dan sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang OCrientasi dan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD Frovinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kami juga
mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Furbalingga yang telah memberikan
kepercayaan kepada kami untuk memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis. Masukan,
saran, serta kritik konstruktif sangat dibutuhkan dalam perbaikan untuk pelaksanaan
Bimbingan Teknis di kemudian hari semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Pimpinan dan
Anggota DPFRD Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan
fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat.

Semarang, Februari 2026
Kepala LPPIM,

Ana Wahyuni, 5.5i., M.Kom.
MNIDN. 0601067503
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah adalah
laporan yang disampaikan oleh kepala daerah (Gubemur/Bupati/Wali Kota) kepada
DPRD mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun
anggaran atau akhir masa jabatan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
merupakan instrumen penting dalam mekanisme checks and balances antara DPRD
dan Pemerintah Daerah. Pembahasan LKPJ oleh DPRD tidak hanya bersifat
administratif, tetapi strategis dalam memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas,
efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kompleksitas
dokumen, dinamika regulasi, serta tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi
menuntut peningkatan kapasitas Anggota DPRD dan perangkat pendukung dalam
melakukan pembahasan LKPJ secara komprehensif dan berbasis data.

Pembahasan LKPJ oleh DPRD diharapkan mampu menghasilkan
rekomendasi yang konstrukfif, terukur, dan dapat ditindaklanjuti guna meningkatkan
kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Namun
demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan
pemahaman regulasi, lemahnya analisis kinerja, serta belum optimalnya perumusan

rekomendasi DPRD.



Optimalisasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Kepala Daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. LKPJ merupakan instrumen
konstitusional yang mencerminkan pertanggungjawaban kepala daerah kepada
DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran
atau akhir masa jabatan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Dalam prakiiknya, pembahasan LKPJ oleh DPRD tidak hanya bersifat
administratif atau formalitas, tetapi harus menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah
daerah secara komprehensif, objektif, dan berbasis data. Pembahasan yang optimal
memungkinkan DPRD menilai kesesuaian antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan program/kegiatan, serta capaian kinerja pembangunan daerah,
termasuk efektivitas penggunaan anggaran dan kualitas pelayanan publik.

Mamun demikian, masih ditemui berbagai tantangan dalam pembahasan
LKPJ, seperti keterbatasan pemahaman substansi LKPJ, kurang optimalnya analisis
terhadap indikator kinerja, serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil
pembahasan LKPJ sebagai bahan perbaikan kebijakan dan rekomendasi strategis.
Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan DPRD dan mengurangi
dampak LKPJ dalam mendorong perbaikan kinerja pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi pembahasan LKPJ Kepala
Daerah melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman anggota DPRD terhadap
regulasi, metodologi evaluasi kinerja, serta teknik penyusunan rekomendasi yang

konstruktif dan aplikatif. Pembahasan LKPJ yang berkualitas diharapkan mampu
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memperkuat fungsi pengawasan DPRD, mendorong transparansi penyelenggaraan
pemerintahan, serta meningkatkan akuntabilitas kepala daerah dalam pelaksanaan
pembangunan daerah.

Dengan optimalisasi pembahasan LKPJ, DPRD dapat berperan lebih efektif
dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi,
akuntabilitas, efekiivitas, dan partisipasi, demi terwujudnya kesejahteraan

masyarakat secara berkelanjutan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah
sebagai benkut :

1. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas Anggota DPRD dalam melaksanakan
pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
secara komprehensif, objektif, dan berbasis regulasi, sehingga DPRD mampu
menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah secara optimal.

2. Meningkatkan pemahaman regulasi terkait LKPJ Kepala [Daerah, termasuk
landasan hukum, mekanisme, dan tahapan pembahasan LKPJ sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Memperkuat kemampuan analisis DPRD dalam menilai kinerja kepala daerah

berdasarkan capaian program, kegiatan, dan indikator pembangunan daerah.



Mengoptimalkan peran DPRD dalam memberikan rekomendasi strategis,
konstruktif, dan implementatif atas LKP.J Kepala Daerah.

Menyamakan persepsi dan standar pembahasan LKPJ di lingkungan DPRD
agar proses evaluasi berjalan sistematis, terukur, dan beronientasi pada
perbaikan kinerja pemerintahan daerah.

Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan,

akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah

sebagai berikut:

1.

2

UUD MNegara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah MNomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Undang-Undang Momor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan
Diaerah.

Peraturan Pemerintah Momor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menten Dalam Negeri NMomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Surat ljin Momor 895.3/6184/BPSDM Tahun 2020 yang dikeluarkan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Megeri Rl tentang
Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang MNomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemenintah Momor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD.

Permendagri Momor 6 Tahun 2024 tentang Ornentasi dan Pendalaman Tugas

Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.



A.

BAB Ii
RENCANA KEGIATAN

Organisasi Penyelenggara

Mama organisasi penyelenggara adalah Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKIl, berkedudukan di JI. Imam

Bonjol No. 15 - 17 Semarang.

Waktu dan Tempat

Wakiu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis dilaksanakan
selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal 04 sampai dengan 07 Februarn 2026,

di Hotel "Grand Karlita™ JI. 5. Parman No. 288, Purwokerto - Banyumas 53141.

Tema dan Materi

Tema Bimbingan Teknis "Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala
Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan
dan Akuntabel”
Materi :

1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

2. Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah yang
Efektif dan Tepat Sasaran

3. Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas dan
Berjiwa Kepemimpinan

4. Focus Group Discussion (FGD)



D.

Narasumber

Marasumber Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut :
1. Vivin Gunawan, S.5TP., MA_, Ak, CA (Analis Perencanaan Anggaran Daerah
Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)

2. Eko Suseno Hendro Riyadi Matruty, S.E., M.M., PFC. (SMARTSIA Training &

Consultan)

Metode dan Teknik Pembelajaran

Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam Bimbingan Teknis
ini adalah :
1. Ceramah ; penyampaian materi oleh narasumber secara terstruktur sesuai
dengan topik yang disampaikan
2. Diskusi dan Tanya Jawab ; peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada
narasumber sehingga penyajian menjadi dinamis, menarik dan interaktif sehingga

tidak membosankan.

Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini bersumber pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah {APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2028,
dengan nominal setiap peserta adalah sebesar @ Rp. 6.000.000,- {enam juta

rupiah).



G. Sertifikat

Peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan
memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas AK| dengan nomor
registrasi Sertifikat dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Dalam Megen Republik Indonesia, yang mana sertifikat yang dimaksud pada
halaman depan bertandatangan Rekior Universitas AKl dan halaman belakang

bertandatangan Kepala LPPM Universitas AKL



BAB lil
REALISASI KEGIATAN

A. Susunan Acara Pembukaan

Kegiatan Bimbingan Teknis “Optimalisasi Pembshasan LKPJ Kepala
Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan
Akuntabel” dibuka pada hari Kamis tanggal 05 Februan 2026 dan diikuti oleh
Pimpinan dan Anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Purbalingga sebanyak 48 orang.

Adapun rangkaian acara pembukaan adalah sebagai berikut :
1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Mengheningkan Cipta
4.  Sambutan sekaligus pembukaan
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Bapak H.R. Bambang lrawan, 3.H., 5.50s,,
MM,
9. Pembukaan Acara Bimbingan Teknis Secara Simbolis
8. Pembacaan Do'a

7. Foto Bersama



Susunan Acara Penutupan

Kegiatan Bimbingan Teknis “Optimalisasi Pembahasan LKFJ Kepala
Daerah dalam Rangka Mewujudlkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan
Akuntabel” ditutup pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2026, dengan rangkaian
susunan acara sebagai berkut :
1. Pembukaan
2. Sambutan sekaligus penutupan
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Bapak Aris Widiarso, 5. H.

3. Penutupan Acara Bimbingan Teknis Secara Simbolis

4 Foto Bersama

3. Penutup

Peserta

Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis sebanyak 49 (empat puluh
sembilan) orang yang terdini dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Purbalingga. (Daftar hadir terlampir).

Tindak Lanjut

Setelah menyelesaikan kegiatan Bimbingan Teknis, para peserta dibekal
oleh seluruh makalah dan maten yang telah disampaikan. Materi yang disampaikan
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan rencana tidak lanjut (action
plan). Rencana tindak lanjut tersebut berupa mentransfer pengetahuan yang

diperoleh selama Bimbingan Teknis kepada seluruh peserta yang terkait.
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E. Sarana dan Prasarana

Kegiatan Bimbingan Teknis diselenggarakan di Hotel Grand HKarlita
Purwokerto, dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Akomodasi
Akomodasi peserta berupa tempat penginapan dengan hotel berbintang yang

nyaman bagi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan kensumsi yang baik bagi

peserta.
2. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang digunakan adalah laptop, LCD prgiecior, sound

system, Flip Chart, alat tulis untuk peserta, dan fotocopy maten bahan ajar.

3. Seminar Kit

Peserta Bimbingan Teknis mendapatkan fasilitas Seminar Kit.

B [



BAB IV
HASIL EVALUASI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263 Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : http:// bpsdmd.jatengprov.go.id Surat Elektronik : bpsdmdi@jatengprov.go.id

Semarang, 9 Februari 2026

Momor B/B00.2.4.6/127/2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1{satu) Dokumen

Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan

Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

Yth. Ketua LPPM Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI)
Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 6 tahun 2024 tentang
Crientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka
penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kolta,
BEPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan targel capaian sasaran mutu = 3,5
dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota

DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan oleh
LPPM Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI) Semarang di Hotel Grand Karlita
Purwokerto, mulai tanggal 5 sampai dengan 7 Pebruari 2026, dari pagi, siang hingga
sore hari mulai pukul 08.00 s/d 17.15 WIB

2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota
DPRD Kabupaten Purbalingga , dalam kategori Memuaskan, dan dibawah target
capaian sasaran mutu, dengan rincian sebagai berikut:

Dekimnen ini telah ditandatangan secara clektimonik mendgagunakan serilkat elekinonk
yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Eekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi MNegara (BSSH)
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CAPAIAN NILAI CAPAIAN MUTU
NO ASPEK
CN KRITERIA CM | KRITERIA
1 Program 88,78 Memuaskan 3.55 DACM
2 Layanan Administrasi 83,16 Memuaskan 3,33 DBCM
3 Fasilitas Penunjang 83,67 Memuaskan 3,35 DBCM
Rata-rata. ... | ©9.20 Memuaskan 3,41 DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga,

berjalan dengan tertib dan lancar.

4. Hasil

evaluasi

terlampir.

penyelenggaraan pe

ndalaman tugas dimaksud sebagaimana

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan:

a.n. Gubernur Jawa Tengah

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Abadi Karya Indonesia (AKI) Semarang

Pembina Utama Muda
NIP. 187607302001122003

Dokumen ini telah ditandatangani secara clekironik menggunakan sorifikal clokironik

vang diterbitkan oleh Balai Besar Serfifikasi Flektronik (BSrF), Badan Siher dan Sandi Megara (BS5H)

-13 -




7
/

Telepon 824-7473866, Faksimile 74737061, Email

EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS BAGI

ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA

Periode 5 s.d. 7 Pebruari 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH /

S Jeoggen
UNIVERSI {T

Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235

: bpsdmd@jatengprov.go.id



A. LATAR BELAKANG
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa
Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
dacrah di bidang pengembangan kompelensi aparatur. Sesual dengan kewenangannya
maka DBPSDMI) Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya  sebagai
mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bag
anggota DPRI) Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Ewvaluasi dilakukan untuk
mengetahul dan dalam upayva mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas

penyelenggaraan kepiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Angeota Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah Provins:
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN
Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :
1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada
penyelenggaraan pendalaman tagas Dewan berilutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik

pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai
Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala
yvang digunakan untuk menpulur persepsi sikap atau pendapat seseorang atau
kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi
operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah

sebagan berikut ;

(ixmu)‘( i K?E)-(L:LED)-(L-EE)
IR IR IR JR
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& Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban

1) Kurang

2) Cukup

3) Baik

4) Sangal Baik

¢ Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60,00 Tidak Menmmaskan
60.01 - 70.00 Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00 Culup Memuaskan

20.01 - 90.00

Memuaskan

90.01 - 100,00

Sangat Memuaskan

2 Capaian Mulu

Capaian mutu merupakan standar mutu vang ada di BPSDMD Provinsi
Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutlu yvang telah ditetapkan

dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 2001:2015,

Capaian Mutu sebesar == 3,50 dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49

i Bawah Capalan Mutu {(1JBCM)

3.50s.d, 4.00

D1 Adas Capatan Mutu (DACHM)

3.  Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatil = Respon Tidak + Respon Kurang /2 % 10092
Persepsi Posilil — Respon Sangal | Respon Cukup /2 % 100%

Perzsepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, vaitu

tidalk lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

MNama Pelatihan : Pendalaman Tugas Bagi Anggota IDPRID Kabupaten
Purbalingga

Periode + 5 s5.d. 7 Pebruari 2026

Jumlah Peserta +49 orang

Jumlah Responden : 49 orang

Tanggal Lvaluas: : 6 Pebruan 2026

-16 -
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F. HASTI. EVALTUASIT
Sebagaimana terlampir.

G.

KESIMPULAN

b

Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Memuaskan. yang
ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 85,20 dengan Capaian Mutu (CM) berada
pada indeks 341 vang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

Saran

Ada beberapa saran / masukan terkail penyelenggaraan pendalaman tugas dari
peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

(a) Program disesuaikkan dengan kebutuhan pembahasan

(b) Malern motivasi sebaiknya lebih variatil

{¢) Lampu ruangan kurang lerang

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama

ik

Mochamad Said., STI.MH
Pembina
NIP. 19671203198 7021003

-17 -
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BAB V
PENUTUP

Demikianlah keseluruhan rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis "Optimalisasi
Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”. Semoga kegiatan tersebut
bermanfaat bagi para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purbalingga yang nantinya menjadi gerbong penggerak dinamika
pemernntahan yang konstruktif. Melalui kegiatan ini, semoga peningkatan kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya mampu
mencapai keberhasilan serta mendapat apresiasi positif dari masyarakat sehingga

terwujud kesejahteraan dan keadilan.
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— UNIVERSITAS AKI

=
B LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Univer;itusﬂﬁ;,/ I, Imam Bonjol Mo. 15 - 17 Semarang
i Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

MNomor : 001 /PT/LPPM-UNAKI/I/2026
Lampiran : Proposal Kegiatan
Perihat : Penawaran Bimbingan Teknis

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami ucapkan, Semoga Bapal/Ibu beserta keluarga selaln berada
dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sukses dalam menjalankan tugas-tugas
kedewanan.

Peninglkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah hal mutlak yang harus
senantiasa dilaltsanakan. Begitu pula dengan berbagai regulasi yvang menjadi acuan harislah
senantiasa disosialisasikan apgar dipahami dan menjadi acuan dalam setiap tugas, peran, dan
fungsi bagi setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPED Kabupaten/Kota se-
Indonesia dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka bersamma surat ini kami Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat [LPPM) Universitas AKI berdasarkan surat ijin dari Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Rl No. 895.3/6164 /BPSDM,
Tanggal 02 Desember 2020 yang telah diperbaharui dengan surat ijin No, 895.3/7200/BPSDM,
Tanggal 19 Apgustus 2022 bermaksud menawarkan kerjasama Penyelengaraan Pendalaman
Tugas, Kegiatan Bimbingan Telmis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingea
vang dilalkcsanalkan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan tema : “Optimalisasi Pembahasan
LEPJ HKepala Daerah dalam Rangka Mewnjudkan Tata HKelola Pemerintahan yang
Transparan dan Akuntabel”.

Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari : Habu s.d Sabtu

Tanggal : 04 — 07 Februari 2026

Tempat : Hotel “Grand Karlita” JL. 5. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141
Kontribusi : 6.000.000,-/Peserta

Demikiati surat penawaran ini kami sampaikan untuk dapat ditindaldanjuti, dengan
harapan dapat terjalin kerjasama vang baik dan bermanfaat. Kemudian atas perhatiannnya
dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 19 Januari 2026
Kepala LPPM,

Ana Wahyuni, 85.8i.. M.Kom.

Tembusan : NIDN. 0601067503
1. Relctor Universitas AKI

2. Sekretariz DPRD Kabupaten Purbalingga
3. Arsip
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JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
Tanggal 04 s.d. 07 Februari 2026 | Hotel "Grand Karlita" Purwokerto

Hari'Tanggal : Rabu, 04 Februari 2026

Wakiu Materi/Kegiatan Narasumber/Fasilitator
14.00-18.00 | Chek - In & Reqgistrasi Peserta Panitia & Peserta
15.00-21.00 | Makan Malam Panitia & Peserta

21.00- | Istirahat Panitia & Pesera

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Februarn 2026

Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD
terhadap LKPJ Kepala Dasrah yang Efektif
dan Tepat Sasaran

Waktu Materi/Kegiatan Narasumber/Fasilitator
06.00-09.00 | Makan Pagi Panitia & Peserta
09.00-09.30 | UPACARA PEMBUKAAN :

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan
Indonesia Raya
- Sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.
Jawa Tengah
- Sambutan Rektor Universitas AKI Ibu Prof. Dr. Tri Purwani,SE., MM,
- Sambutan Ketua DPRD Kab. Bp. H.R. Bambang Irawan, SH., 5.50s.,
Purbalingga sekaligus Membuka Acara MM.
- Penutup
09.30-12.30 | Materi1:
Pembahasan Laporan Keterangan Bp. Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA
Pertanggungjawaban (LKP.J) Kepala {Analis Perencanaan Anggaran Daerah
Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kemendagri)
12.30-14.00 | Istirahat Panitia & Peserta
14.00-17.30 | Materi 2 :

Bp. Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak.. CA
(Analis Perencanaan Anggaran Daerah
Ditjen Bina Keuangan Daerah

Focus Group Discussion (FGDY)

Kemendagri)
Hari/Tanggal : Jum'at, 06 Februari 2026
Waktu Materi/Keqgiatan Narasumber/Fasilitator

06.00-09.00 | Makan Pagi Panitia & Peserta
09.00-11.30 | Materi3 :

Character Building : Menjadi Anggota Bp. Eko Suseno Hendro Rivadi Matruty,

DPRD yang Profesional, Berintegritas dan S.E.MM., PFC.

Berjiwa Kepemimpinan (SMARTSIA Training & Consultan)
11.30-14.00 | Istirahat FPanitia & Peserta
14.00-17.30 | Materi 4 ;

Pimpinan DPRD
Universitas AKI




Hari/Tanggal : Sabtu, 07 Februari 2026

Waktu Materi/Kegiatan Narasumber/Fasilitator
06.00 - 09.00 Makan Pagi Panitia & Peserta
09.00-11.00 Perumusan Hasil Diskusi dan Evaluasi

Kegiatan Pimpinan DFRD
PENUTUPAN Universitas AKI|
11.00-12.00 Check Out Panitia & Peserta
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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JI.Onje No. 2A # ( 0281 ) 891058 Fax. ( 0281 ) 895052
PURBALINGGA 53311

Purbalingga, 23 Januari 2026

Nomoar : 175/135/2026 Kepada Yth.
Lampiran: 1 (satu) berkas Kepala LPPM Universitas AKI
Perihal : Penyelenggaraan Bintek Semarang

Bagi Pimpinan dan Anggota di-

DPRD Kabupaten Purbalingga SEMARANG

Menindaklanjuti surat dari Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI Nomor
001/PT/ILPPM-UNAKI/If2026 tanggal 19 Januari 2026 perihal Penawaran
Bimbingan Teknis, maka bersama ini kami sampaikan bahwa setelah dipelajari
dan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Pimpinan DPRD Kabupaten
Purbalingga, pada prinsipnya menyetujui dan akan mengirim 49 (empat puluh
sembilan) orang dan unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Purbalingga untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan catatan sebagai
berikut:

1. Waktu dan tempat penyelenggaraan adalah hari Rabu s.d. Sabtu tanggal 4
s.d 7 Februari 2026 di Hotel Grand Karlita Purwokerto.

2. Materi Bintek dengan tema “Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah
dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan
Akuntabel”.

3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bintek berpedoman pada
Permendagri Nomor & Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman
Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima
kasih.

Tembusan:
Yth. Bapak dan lbu Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga



T ety S

SURAT
PERJANJIAN
KERJASAMA

(MOU)




PERJANJIAN KERJASAMA

Unakj

BEEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN
UNIVERSITAS AKI

TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor Setwan 1960/ 134 /1/2026
Momor Unalkd : 021/8J/REK/UNAKI/1/2026

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Enam (23-01-2026), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : EDHY SURYONO, S.Sos., M.M.
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat : J1. Onje No. 2A Purbalingga 53311

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Purbalingga dan untuk selanjutnva disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

Il. Nama : Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., M.M.
Jabatan : Rektor Universitas AKI
Alamat :J1. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas AKI, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

Halaman 1 dari 8

PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA i




Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD
Kabupaten/Kota. Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak telah
scpakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan
Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan
ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan atau
memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk
lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak baik dalam
pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Bimbingan
Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan
kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga serta sebagai
wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA sepakat :

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain vang berlaku yang
dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan pelaksanaan
Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Halaman 2 dari 8

FIHAK KESATU | PIHAK KEDUA
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Pasal 3
PESERTA

Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Purbalingga Periode 2024 - 2029,

Pasal 4
PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Purbalingga pada tanggal 04 sampai dengan 07 Februari 2026 adalah PIHAK KEDUA vaitu
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :

1.

a.

Menylapkan peserta Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Purbalingga.

Berhak menerima berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi
pelaksanaan Bimbingan Teknis bagl Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Purbalingga, hasil evaluasi dan pelaporan, serta sertifikat bagi peserta.
Menyerahkan biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga melalui transfer sebelum berlangsungnya
kegiatan ke Rekening BANK MANDIRI No : 136 - 00 — 1194936 — 6, An.
UNIVERSITAS AKI.

Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK
KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.

Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis dari PIHAK KEDUA.

Halaman 3 dari 8

PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA
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2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

a.

Berhak mendapatkan anggaran atau kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Berhak memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dari Sekretariat DPRD
Kabupaten Purbalingga.

Melakukan permohonan rekomendasi dan koordinasi surat menyurat
pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Purbalingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
(BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Menyediakan seluruh aspek pembelajaran, bahan ajar, pematern atau
narasumber/moderator/ pendamping, akoemodasi dan konsumsi serta seminar kit.
Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.

Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Bimbingan
Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga kepada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah
dan Sekretaniat DPRD Kabupaten Purbalingga.

Pasal 6
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Purbalingga pada hari Rabu s.d Sabtu tanggal 04 - 07 Februari 2026 di Hotel
“Grand Karlita” Jl. 5. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 5314 1.

Pasal 7
JANGEA WAKTU

Perjanjian Kerjasama Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Purbalingga berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya kegiatan, semua
administrasi dan diterbitkannva sertifikat serta laporan kegiatan.

Halaman 4 dari 8

PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA
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Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan penvelenggaraan kegiatan Bimbingan
Teknis ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yvang akan disetorkan kepada PIHAK
KEDUA.

Biaya kontribusi yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah] per
peserta dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2026.

Tata cara pembayaran biaya kontribusi dibayarkan non tunai oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA, sebelum belangsungnya kegiatan,

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau
kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat
memenuhi kewajibannya (force majeure), seperti huru-hara, peperangan, makar,
revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan,
pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau
PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas
menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi
terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk
meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat
dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Halaman 5 dari 8

PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA




Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihin di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,
berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau
setelah pelaksanaan kegiatan diusahakan diselesaikan secara damai dengan
musyawarah antara kedua belah pihak.

2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian
perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 4 (empat) rangkap terdiri dari
2 (dua) asli bermaterai cukup vang mempunyai kekuatan hukum yarg sama setelah
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu
asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan yvang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REKTOR UNIVERSITAS AKI
-
L SBFYONO, S.Sos., M.M. Prof. Dr. TRI PURWANL, SE., M.M.
Pe630829 199001 1 002 NIDN. 0609027101

Halaman 6 dari 8

PTHAK KESATU | PIHAK KEDUA
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UNIVERSITAS AKI

. it
R
e B AKJ/} JI. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Universitas AKl = Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : universitasaki@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

Nomor : 020/5M/REK/UNAKI/I/2026
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Rekomendasi dan Monitoring

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Di Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangla meningkatitan efelctivitas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis,
bersama ini kami Rektor Universitas AKI bermalksud untuk mengajultan Permohonan
Rekomendasi dan Monitoring kegiatan Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu s.d Sabtu

Tanggal : 04 — 07 Februari 2020

Peszerta : Pimpinan dan Angegota DPED Kabupaten Purbalingea
Jumlah : 49 Orang

Tempat Pelaksanaan : Hotel “Grand Karlita” Jl. 5. Parman No. 296, Purwolkerto
Banyumas 53141

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan agar dapat diterima dan diberikan
rekomendasi. Atas bimbingan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 23 Januari 2026
Eelktor,

Prof. D1. Tri Purwani, 8.E., M.M.
NIDN. 0609027101

Tembuszan !

1. EKepala LFPM Universitas AKI
2. Ar=ip



T ety S

SURAT
REKOMENDASI
BPSDMD




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Koede Pas 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman hitp:i/bpsdmd, jatengprov.go.id
Surat Elektranik bpsdmd@jatengprov.go.id

Nomaor

Lampiran :

Perihal

Semarang, 27 Januari 2026

. 893/PT11/1130.667/2026 Kepada :
1 (satu) bendel

: Rekomendasi Penyelenggaraan Rektor Universitas AKI
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan di
Anggota DPRD Kabupaten TEMPAT
Purbalingga

Menunjuk surat Saudara Nomor 020/SM/REK/UNAKI/1/2026, tanggal 23 Januari

2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan hormat disampaikan bahwa kami
telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan
menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan
rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Purbalingga
yang akan dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2026 sampai dengan 07 Februari
2026 bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai

berikut:

1.

Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan
metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga
pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang
bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan
kompetensi anggota DPRD;

Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah
ditetapkan meliputi:

a. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP]) Kepala Daerah

b. Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKP] Kepala Daerah yang
Efektif dan Tepat Sasaran;

c. Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional, Berintegritas
dan Berjiwa Kepemimpinan;

d. Focus Group Discussion (FGD);

Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban
keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas AKI;

Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek)
secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan
seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang
berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas
pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7
(tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;



6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis
(Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa
diproses lebih lanjut;

7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan
evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek)
dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan
penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;

8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa
Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui
Telepon/Faksimile (024) 7473066 excention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Purbalingga;

4. Sekretaris DPRD Kabhupaten Purbalingga;
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DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”

Hotel *Grand Karlita” Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026
Hari/Tanggal :Rabu, 04 Februar 2026

Jam :14.00-18.00 WIB ~
Acara : Cek In & Registrasi Peserta
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
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DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PURBALINGGA

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”

Hotel “Grand Karlita" Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026
Hari/Tanggal :Kamis, 05 Februari 2026

Jam :07.30-11.45WIB
Acara : PEMBUKAAN & SAMBUTAN
{Rektor Universitas AKI & Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga)
Materi 1 : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Narasumber : Vivin Gunawan, S.5TP., MA,, Ak., CA.
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7. | H. TONGAT, S.H., M.M.
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10. | BAYU WIDYATAMA
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“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 04 s.d 07 Februari 2026
HariTanggal :Kamis, 05 Februari 2026

Jam :13.30-17.15WIB
Materi 2 : Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah yang
Efektif dan Tepat Sasaran

Narasumber : Vivin Gunawan, S.STP., MA_, Ak., CA.
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MNama © Nivin Gunawan, S STP., MA., Ak, CA.
TempatTanggal Lahir :  Bekasi, 13 Desember 1989
Pendidikan 82
Pekerjaan :  Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
Jabatan . Analis Perencanaan Anggaran Daerah (Evaluator APBD)
No. Telp/Hp. 081117258844
Alamat :JI. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat

Demikian biodata inl saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



NOMOR INDUK PNS

19891213 201406 1001

PANGKAT /GOLONGAN

Penata /lllL.c

HUBUNGI SAYA

Alamat Kantor : Jalan
Medan Merdeka Utara

No.7 Jakarta Pusat

Ponsel: 0811 1728 844

Email :
gunawanvivin2l@gmail.
com

VIVIN GUNAWAN,S.STP., M.A. Ak..CA

Analis Perencanaan Anggaran Daerah

(Evaluator APBD)
Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

TEMPAT, TANGGAL LAHIR

Bekasi, 13 Desember 1989

JENIS KELAMIN
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3. | Serifikat PFC (Singapore)

Riwayat Karir

=
L

Pekerjaan Tahun

Dosen FEB UKSW Salatiga

Dosen di Beberapa PTS Jawa dan Sumba

Ketua MARTCON (Manajemen Researc Training & Consultan)

Associated Partner Beberapa Perusahaan Konsultan

Trainer Pengembangan SDM PERBEANKAN, BPR, LKM & KOPERASI

Direktur SMARTSIA Consulting

Konsultan Astra Honda Motor

Konsultan Bank Danamon

e B =S ] IS Il I el A B

Konsultan SMT Indosat

Konsultan San Husada

Konsultan Sumber Agung Group

T [T Y
M=

Konsultan BKD Provinsi Jawa Tengah

Financial Consultant @Prudential Life Assurrance

T
d BN

Tenaga Ahli Yﬂ}'ﬂs&ﬁ Danamon Peduli

Tenaga Ahli TT1 Provinsi Jawa Tengah
Tenaga Ahli DPRD Provinsi Jawa Tengah

—— ah
@ O




s UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

o \“*-.u.\
Universitas ﬂKI/Z I, Imam Bonjol Mo. 15 - 17 Semarang
e Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

Organisasi

No. Crganisasi Tahun

1. | FEB UKSW Salatiga

2. | SMARTSIA Training & Consultan
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MODERATOR
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BIODATA
MODERATOR




s UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

o _\H‘\
Universitas ﬂﬁl{/ I, Imam Bonjol Mo. 15 - 17 Semarang
—t Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

BIODATA MODERATOR
MNama :  Annisa Fathatil Hidayah A, 5.50s
TempatTanggal Lahir : Banyumas, 13 Januari 2021
Pendidikan o031
Pekerjaan : Master Of Ceremony & Moderator
Jabatan s
No. Telp/Hp. 081220050055
Alamat :  Purwokerto

Demikian biodata inl saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Curiculum
Vitae

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos
Banyumas, 18 Januari 2001 p‘

vl Y

TENTANG SAYA
Seorang public speaker berpengalaman

dengan keahlian dalam  menginspirasi
audiens dan menyampaikan pesan dengan
percaya dirl. Terbukti memiliki kemampuan
komunikasi yang |kuat dan mampu
beradaptasi dengan barbagai

jenis publik.

A 7

( FOUNDER BERANI BERBICARA CLASS PURWOKERTO

LS

( 081220050066 ;I ( NYONYAGABUT@GMAIL.COM

Y;ﬂ PENGALAMAN KERJA % - RIWAYAT PENDIDIKAN

1.PUBLIC RELATION FEST MANAGEMENT » Ml DARUL HIKMAH PURWOHKERTO BARAT
SURABAYA « SMP takhassus al - gur'an kalibeber, wonosobo
2022 - 2024 » SMA AL - HEMAH 2 SIRAMPOG BREBES

2. Content Creator PT Refo Digital Kreatif = 51 HOMUNIHASI PENYIARAN ISLAM LIN SAZU
Talent Koordinator PT Refo Digital Kreatif = O =10

2024 - 2025
g PENGALAMAN ORGANISASI

1.Ketua Komplek Ponpes Alhikmah 2 Brebes,2018/201%

2.Koordinator Bcstrakulikuler OS15 SMA Alhikmah 2 Brebes, 2018/2019

3.Koordinator Advokasi dan Komunikasi HMJ KPL UIN SAIZU 2021 /2022

4.ketua Bidang Advokasi dan Kajian Strategis DEMA Fakultas Dakwah UIN SAIZU 2022/2023
5. Wakil Ketua 1 PMIlI Rayon Dakwah 2022/2023 UIN SAIZU PURWOKERTO

6. Ketua Umum Komunitas Motivator UIN SAIZU 202 TUIN SAIZU PURWOKERTO




Public
Speaking
Experience

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos
Banyumas, 138 Januari 2001

1.MC Bank Indonesia Purwekarte 2021

2. Pambicara Closing PRAK FAKDA 2021 “Motivasl Maba®

I.Pambicara Content Creator Faktapala UIN  SAIZU
Purwokerta 2021

4.Pambicara Saslalisasl penting menlanjutkan pendidikan d
SMFHN 2 Satap Pagadongan Banjarnegara

5.Guast Spaak #milenialproduktif Samarinda “Menjadi Public
Speaker tarbalkmu” 2022

&.Pambicara Seminar Motivasl Santrl di Panpes Darul Falah
Purwokerto

7.Pambicara Workshop Digitalisasi di Lumbir 2023

B.Pambicara Seminar Motivast “Mental Awarenes” SMPH 3
Fulosari Pemalang

9. Pambicara palatihan “Digital Marketing” di Pamalang 2023

10. Pembicara “Pelatihan Public Speaking” di UIN Saizu Purwokerto 2023

11. Pembicara Seminar “Woman Milenial” Dema Syariah UIN Saizu Purwokerto 2023
12. HOST KONSER NDX AKA di Terminal Bu|upitu Purwokerto, 2023

13. MC Sertfikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF),
di Hotel Aston Purwokerto 2024

14. Pembicara Soialisasi “Kesehatan Mental Remaja SMP”

SMNP 2 Susukan Banjarnegara 2024

15. Pembicara "Green Self Care" Talkshow Motivasi Pirwokerto 2024

16. Pembicara Seminar "Public Speaking" UIN SAIZU Fakultas Bisnis Islam 2024

17. Pembicara "PBAK UIN SAIiZU 2024" Motivasi Mahasiswa Baru, 2024

18. Pembicara "Personal Branding" SMA Ma'arif Karangmoncol Purbalingga, 2024
19. MC "Meet and Share Kopdar Pebisnis Purbalingga" by Kiriminaja 2024

20. HOST "Konser Parade Hujan" Diesnatalis UIN SAIZU Purwokerto 2024

21. Pembicara "Workshop.Media Kreativitas Muda Digitalisasi" UIN SAIZU 2024

22. MC "HUT Boersa Kampus" Puwokerto 2024

23 MC "Malam penganugerahan KPU Banyumas & KPU Provinsi Jawa Tenggah" 2025
2

4. Pembicara "Pelatihan Konten Kreatif Penyuluh Agama Islam Purbalingga" 2025
25. Pembicara "Pelatihan Modetator Konten Kreatif Penyuluh Agama Islam Cilacap" 2025




Public
Speaking
Experience

Annisa Fathatil Hidayah A. S.Sos
Banyumas, 13 Januari 2001

Fambicara Pelatihan Master Of Ceremony BBC Pumﬂkﬂr;;\‘
025

27. M InstaMest Media SePurwaokerto 2025

28. Pambicara pelatihan digitﬂi murkating DiFakbel seDKl lakarta
2025

29. MC Program S§i |klas Difabel Setara Sandiaga Uno lakarta
2025

20. Pembicara Pelatihan Uidaugrufﬂr Difabel S5eDK| Jakarta 2025

31. Pembicara Pelatihan Tiktak Affiliate Difabel Tangerang Salatan
52. MC Peresmian Studio Kreatif Sundiugn Une Voffice

Jakarta DIl

ZE. Moderator PKKME UMP 2025

Z4.Pembicara Pelatihan Public Spﬂukl’ng Fakultas Peternakan
Unsoed 2025

35, Juri KPl Go Talent Camiest Uin Saizu 2025

%4, Pembicara Training Motivator Komunitas Uin Saizu Purwokerto

2025

37. MC Pelatihan Digital Marketing Difabel Sandiaga Uno

Yayasan Indenesia Setara Batch 3 Jakarta

%8. Trainer Pelatihan Content Creator Difabel Sﬂndiugﬂunﬂ
\_Yayasan Indonesia Setara Batch 3 Jakarta, DL _/"I
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KOMPILASI
MATERI




PENDALAMAN TUGAS

BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

. ol N
5 ~ Universitas Al_(’l//

Materi Pembahasan :

Kepala Daerah
Daerah yang Efektif dan Tepat Sasaran

Berintegritas dan Berjiwa Kepemimpinan
4. Focus Group Discussion (FGD)

1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

2. Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala

3. Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional,

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

| UNIVERSITAS AKI
SEMARANG

:-M%f 2026
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PENDALAMAN TUGAS
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Universitas AEI/)

Materi :

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kepala Daerah

Oleh :

Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA
(Analis Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
UNIVERSITAS AKI

S 17T I >
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“PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNMGJAWABAN (LKPJ])
KEPALA DAERAH"

|
PEMBENTLIKAN
PERDA
T ——————— -
FEMBAN 450 UNTUK -
PERSETRILAN BERZANA
ME WA PERDL PELGHSANALN PEROA
= L THRALOSP ALPERBA He
ERSAMA KON TENTARE APBD FiN D 04H PERATURAN KIM.
L | DAJUSINLEN DN L
( 1 T ) i
WERGA) BN U0 | MENBANAS KL AN | | Ff“ﬂmﬂ?"ﬂ
RAPERDM PR ARG DISSEN K04 PRI
PE Wl
. LA - i
Y N
WENEAHAS RAKCANEAN ' —
HENYUSEN PROGRAN PERDATENTANE APED; FEﬁngm
FEMBENTUEAN PERDL PERBEAHLN APED & b il
EERSAMA ¥IH PEATANGEUNGALNAR AN MERLAR
 APBOBERSANAKDH REUANGNRLER IV E




1. UU 23 TAHUN 2014

2. PP 13 TAHUN 2019
3. PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Permendagri Ro. 36 Tahun
= NHT-:

Permeadagn a
Mo_ 80 Tahus 918 Perpres 38 Tahun 205:
Kb Kedeiati Satu Dtz Batu Sistem Teiz Cove Perencenasn, Pengendsiien Dm
— B e DU Dl TR T
Eimymy|Fenzenia Teqkeng FPD Oan RPIKG,

dam Homaskiater o
Zeria Tet= Capa Panhehar AFIFD RPIAID,

Ferescdnaan =
Famaangman & e N
Heuangan Dasmh Bt [Clar REFT
) PP No. 12 Tahun 3045 = = PP No. 12 Tahun 247
"x\_ Pengsloinan ewsngen Deemh lrl Pembinmsn disn Peogmamssn
3, Pemyslsnggeresr Unmen
FPemeririshan Konkunen

Permendagri I
/ Ll.l Mo 25 Tabuy 204

Femiarrrs o Dasrsd PPHlt 13 Tahon BFt8:
e o

g, L)

PP No. 18 Tahun 2046: J@J Pﬂmﬂ?@?ﬁ:h -
Permendagri un

fem Crrli = Permendagr 17 Tahon 30 Pereluran Peinksansesn PF 13 Tetun

Permendagri 39 Tahun 218
Pinen Pensinan Pt Diaprch * P:rl:ndﬂg'i!?’TahunEﬂ‘l g

Mrlml dacroh dan informos? kinemgan du.nrﬂ!f

o Mjormasl pemerinioh dowerah  dikeloln dalam  swatn

STstem Tnfsanasl Pewnrintoh Paecrah (SFFO)
[Pasai 381 owat {1)dmn (Z) U0 Ne. Z3 Takum 2004}




_ SIKLUSPERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEBUTUHAN
INFORMAZI TAHAPAN PERENCAMAAN =----
URUSAN ' RPIMD — Renstra
BIDARG URUSAN  — REPD=FRenja
PROGRAM * KUA—FPAS
KESIATAM ' REA-SEPD
SUB KEGIATAN * Roncangan Perdo APBD
ORGAMISAT) *  Roncangon Perkoda
SUMBER DiaMA Penioboran AFED
LOHASE
AELRN
KELDMPOIE
JENIS
BIEK, TAHAPAN PENGAWASAN =~
s & PEMERIKSAAN l
SUE RINCLAM !
CIBTE *  Ewaluasi
" Rewiu
o Audit

“kebutuhan informasi harus tersaji secara utuh dan konsisten di setiap tahapan”

CFRL-5&F0

Anggaron Kas & SPD

T i P 3

Transoksi Pengeluaran [SPF,
SPM-5P20-5P))

Tronsobsi Alkuntans berbasis
Akrual

b
i
I
I - TAHAPAN PERTANGGUMNGJAWABAN

& PELAFORAN

*  laporon Keuongan SEPD & Pemd-u

*  Loporan Kinerjo

UU 23 TAHUN 2014

Pasal 1 angka 2:

“Laporan Keterangan Ferfanggungjawaban vano selanjutnya
disingkat LKPJ adalah [@poran yang disampaikan oleh
_ Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yvang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan vang
pertanggungjawaban  kinerjla  vang

menyangkut laporan

dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) TA"




RULKE LINGELP PERGAWATAN OPRD




TUGAS DAN WEWENANG DLLM RANGEA PENGAWASAN

KEPALA DAERAH
memimpin Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Dasrah berdazarkan
ketentizan peraturan perundang-
undangan dan kebijalkan yang
ditetaplan bersama DPED

Fagal &5 U7 23/3014

DPRD
melakzanskan pengawasan
terhadap pelaksanasn Perda dan
APED, meminta laporan
keterangan pertangsungjawaban
KDH dzlam penyelenszaraan
Pemdsa

Pegal I01 TN 2373014

UU 23 TAHUN 2014 KEWAJIEAN KEPAL A DAERAH

Paszal 67 :

Kewajibsan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancazila, melaksanakan UUD Rl Tahun 1245 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan MERI

b. Menaati seluruh keteniuan peraturan perundang-undangan.

c. Menrgembangkan kehidupan demokrasi.

d. Menjaga efika dan norma dalam peiaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
& Menerapkan prinsip tata pemesintahan yang bersih dan baik.

. Melaksanakan program strategis nasional.

g. Menjalin hubungan kerjazama dengan selurub Instansi Vertikal di Daerah dan semua perangkat Daerah.
Pasal 69:

1. Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, ringkasan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja
instansi Pemerintah Daerah.




UU 23/2014 tentang

PEMERINTAHAN DAERAH
PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH
¥
s ¥
KEPALA DAERAH | | DPRD
} i
_ Pasal 101 (h):
Pazal 69: ; : meminta laporan keterangan
menyampaikan laporan /L gpwapean " pertanggungjawaban  gubernur  dalam
penyelenggaraan  Pemerintahan ' "V penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
Daerah, laporan  ketsrangan provinsi;
pertanggungjawaban, dan *
ringkasan laporan penyelenggaraan Pasal 154 (h):
Pemerintahanl[}aamh meminta lapokan keterangan
*|  Dibantu Perangkat patifwali kota dalam
Dagrah penyelenggaraan Pemerintahan ~ Daerah
4 kabupaten fkota;

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efisien, Efeldtif, Transparan, Akuntabel, Tertib, Adil dan Tata Aturan

Uy 23 TAHUN 2014 M uatan LKPJ

Pasal 71 :
1. hasil penyelenggaraan Urussan Pemenntahan yvang dilaksanakan cleh Pemerintah Daerah

2. Kepala Daerah menyampaikan LEFJ kepada DPRD yvang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling
lambat 3 bulan setelah tahun anggran berakhir.

J. LKPJ dibahas oleh DPRD unfuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

3. hak interpelasi

4. Jika Interpelasi fidak diterima, DPRD Provinsi melaporkan Gubernur kepada Menteri
dan DPRD Kabupaten/Kota melaporkan Bupatiali Kota kepada Gubernur sebagai
wakil Pemenintah Pusat.

5. zanksi teguran tertulis kepada Gubemur dan Gubemur sebagai Wakil Pemernintah Pusat,
membernkan sanksi teguran terulis kepada BupaliVWali kota.
6. Kepala Daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang

pemerintahan vang dilaksanakan oleh Kemenierian sera fugas kewenangannya
dilaksanakan cleh wakil kepala daerah atau cleh pejabat yang ditunjuk




BAGAIMANA FORMAT PELAPORAN LKP]J?

Pasal 74 :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan
ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata
cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (5) diatur dengan

peraturan pemerintah.” ‘

PP 13 TAHUN 2019

PP 13 TAHUN 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (2)
Laporan Keterangan Perfanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang

disampaikan oleh Femenntah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran

—| PEMERINTAHPUSAT —— |LPPD !—-: Bahan Evaluasi dan Pembinaan |

PERTANGGUNGIAWABAN

— - E
i DARAT —.-u DPED I—b- LKP] —+ Rekomendasi Perbaikan |

ELPPD, dipublikasi 3 (tiga) media cetak harian
danfatan media onling, papan pengumuman
| yang mudah diakses publik dan website resmi

—-I MASYARAKAT

pemerintah dasrah




Pembagian Urusan Pemerintahan

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT :
{Kewenangan Pusat}

i

+

Berfungsl sabagal pelaksana

KONKUREN

Kewenangan Daerah (Wajib dan Pilihan)

'

I
K

*

PEMERINTAHAN UMUM

. BINWIAS KEBANGEAAN & KETAHANAM MAS

dim Pengamalan Pancaslla, Pelaksanaan UUD
1845, Pelesiarian

PERDW dan Keblikan Caersh WASIE [ PILIHAM Bhineka TunggE  Ika.
- - L - Pemerahanan & Pemeliharaan Keubshan MER|
1. Palitik Luar kagen 1. Palzyanan Dasar 1. Kelautan dan Pedkanzan . Binawas PERSATUAN & KESATLAN SANGEA.
2. Perahanan Cansoh: Fendidlkan, Kesshatan, 2. Pariwisata : Bt KENUIRT ATk Sl A M- L el
3. Keamanan pekeraan umum dan Penataan 3. Pertanlan Baragame, Ras, & Gol Lainnya guna mevajudian
o Ruang enamanan fakyat dan b iy STABILITAS MEAMAMNAM LOKAL, REGIONAL &
5. Moneterdan Flskal Masianal KEWasan Permukiman Trentibum | 5. ES0M HASHONAL. -
B g i Linmas, Sosla | & Bermagangan . Penanganan konfii sostal sesual Par— UL,
i e 7 Denndusman dan . KOORDINASI PELAKSAMAAN TUGAS AMTAR
Palayzna INSTAS PEMERINTAHAN di wilayah Frov, Kab &
‘Cantofc Tenaga kefla, PR & PA SRl Kota utk menyelesaican peﬁi;gsalanan g
Pangan, Pertanahan. LH, Adm mempernaiian  prinslp  demoirasl,  HAM,
Dukcapll, Pembardayazn Masy & pemerataan, keadian, kelsimewasn &
Deea, Pengendaian Pencuduk Kekhususan, palensl , Keanekar@gaman oaerah
dan K5, Perhubungan, Kominta, SEgUaE Par— LR
Koperast UKM, Penanaman . Pangembangan fehidupan danmokracl
Wodal, Kepemudaan dan oL, berdasarkan Pancasia.
Statlstlk, Parsandian, Kebudayaan, . PelakEanaan e PEM. v BUKAN MERUPAKAN
Pespustakaan dan Kearsipan) KEWENANGAN DAERAH & Bdsk diaksanakan
oleh INSTANS] WERTIKAL

LKP! terdiri atas LKPI
Akhir Tahun Anggaran
dan LKPJ Akhir Masa
Jabatan.

Ruang lingkup LEPI
mencakup

penyelenggaraan  urusan
desentralisasi, tugas
pembantuan &  tugas

Uil pemerintahan.

LKPI terdiri atas  LKPI
Alkchir Tahun Anggaran.

Ruang  lingkup  LKPI
meliputi hasil
penyelengzaraan  urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan

daerah yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah
& hasil pelaksanaah tugas
pembantuan dan

penLgasan.

WU Momor 23 Tahun

sudah  tidak
mengamanahkan lagi
untuk LKEP) Akhir Maza

Jabatan,




POKOK-POKOK PERUBAHAN

* Dalam hal kepala dassh « pp 3/2007 tidak ada
berhalangan t=tap  atau ROTTa yang mengatur jika
berhalangan semantara, LKRI KDH berhalangan pada

disampaikan olsh  wakil
kepala daerah salaku
pelsksana tugas kepala

saat penyampaian LKPL
sehingga pernah terjadi

daersh  kepada  Dewan pada saat LKF]
Perwakilan Rakyst Daerah disampaikan oleh Wakil
dalam rapat paripuma. KDH, DPRD menolak LKPRI

* Dalam hal kepala daerzh dan tersebut dan tidak mau
wakil kepals daerah secara memberikan rekomendasi

bersamaan berhalangan karena dianggap  tidak
tetap #@u  berhalangan e

sementara, LKPl disampaikan

oleh  peijsbat penggant

kepala daersh kepada Dewan

Perwakilan Ralryat Daersh

dalam rapat paripurmna.

POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 3/2007 PP 13/2019

+ Apabila LKP] tidak « Paling lambat 30 (tiga = PP 312007 tidak
ditanggapi dalam jangka  pulub) hari setelah LKP]  mewajibkan DPRD dalam

walktu 30 hari setelah LKP|]  diterima, Dewan 30 memberikan
diterima, maka dianggap Perwakilan Rakyat Daerah  rekomendasi, sifatnya
tidak ada rekomendasi  harus melakukan  hanya sebagai himbauan,
untuk penyempurnaan. pembahasan LKP] dengan  sebab jika 30 DPRD tidak

memperhatikan  capaian  memberikan rekomendasi
kinerja  program dan  diangzap  tidak  ada

kegiatan & pelaksanaan  rekomendasi untuk
Peraturan Daerah  penyempurnaan.

dan/atau Peraturan Kepala = PP 13/2019 mewajibkan
Daerah dalam  DPRD dalam waktu paling
menyelenggarakan urusan  lambat 30 hari “harus”
pemerintahan daerah. memberikan rekomendasi

terhadap LKP].




POKOK-POKOK PERUBAHAN

[ ] ]

*  Bardasarkan
pembshasan  LKRl  DPRD
me'mber_i_ha_n rekomendasi

sebagzi bahan dalam: a.
PEMYUSUNEN  pErencanaan
pada tshun  berjalan dan
tahun  berikutrys, B
p_Err!,rum.nan anggaran pads
tahun berjalan dan ‘tahun

hasil * PP 3/2007 tidek secara

spesific. menjelaskan hal-hal
2pa s3ja yang menjadi ide
utama bagi DPRD dalam

memberikan rekomendasi
terhadap LEPI,
Miekznisma/tata cara

pembuatan LKPI berdasarkan
PP 132019 skan diatur lebih

berikutrya sarta £
pemyusunan Paraturan
Daerah, Peraturan Kepala
Daersh, dan/atu kebijaikan
strategis kepala Casrah.

* Ketentuzn lebih  lanjuc
Tnei'lgénai penyusunan  dan
penyampaian LKF  digtur
dalam Peraturan Manteri.

lanjut dalam Permendagri.

Dasar LKPI dalam UU 23/2014 dan

PP 13/2019

Pasal 71:

Kepala daprah mampunyai kewajiban untuk
mambarikan laporan keterangan laporan
keterangen pertanggungiawoban |LKPI)
kepads DPRD, serta menginformasikan
Iag pemyelenggaraan p irtak

duersh (ILFPD} kepads masysrakat

Selanjutnya diatur dalam
Pasal 15 s.d. 20

PP 13/2019




PP 13 TAHUN 2019

rF‘asal 15:

Ruang fngkup LEPJ mefiputc

3. hasil penyelengparaan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan ocleh
Femerintah Dazrah; dan

b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Pasal 16:

Hasil penyslznggaraan urusan pemenntahan madiputi:

3.capaian pelsksanasn program dan kegistan serta permasalahan dan wpayas penyelesaian setisp wrusan
permerintahan;

b. kebijakan stratzpiz yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksansannys; dan

o. findak lanjut rekomendasi Dewan Perwakitan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

O e e s

FPasal 18 ;
1. Kepala daersh menyusun LKP.J berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri

2. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegistan yang ditetapkan dalam dokumen perancanaan
dan anggaran fahunan.

1. Kepala daersh menyampaikan LKP.J kepada Dewan Penwakilan Fakyat Dasrah dalam rapat paripurna yang

Siapa dan lapan dilakukan 1 (zatu} kali-dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 {tiga} bulan s=telah tahun anggaran berakhir

2. Dalam hal Kepals Dasrah berhalangan tefap atau berhalzngan sementsra, LKPJ disampaikan oleh YWakil Kepala
Diaersh selaku Pelaksana Tugas Kepala Daerah kepada Dewan Penwakilan Rakyat Daerah dalam rapat parpuma.

3. Dalam hal Kepala Dasrah dan Wakil Kepals Daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan
sementara, LKPJ disampaikan oleh Pejabat Penggantl Kepala Da=rah kepada Dewan Perwakdan Rakyat Daersh
dalam rapat paripurna.

disimpallian

e

Pasal 20 :

a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan t3

b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun

c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daer
kebijakan strategis kepala daerah.

. Pasal 21:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penya
LEP] diatur dalam Peraturan Menteri.”

$
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Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2(
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelengga
Pemerintahan Daerah

Permendagri 18 Tahun 2020

* Penyusunan LKP) dilakukan oleh kelompok kerja khusus

* Data yang digunakan dalam LKP] merupakan data yang digunakan untuk menyusun
LPPD

= Apabila data yang dibutuhkan untuk penyusunan LKFJ tidak tersedia dalam penyusunan
LPPD, maka perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib
menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKF) atau meminta ke badan
pusat statistik

* Rekomendasi DPRD terhadap LKPl provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh DPRD kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui
Direktur lenderal Otonomi Daerah

* Rekomendasi DPRD terhadap LKP) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan oleh DPRD kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri
melalui Direktur lenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat

* Hasil rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh kepala daerah




lanjutan...

* Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a.penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPI dan
RLPPD
b. penyusunan rancangan LPPD, LKP] dan RLPPD
c. penetapan dokumen LPPD, LKPI dan RLPPD vyang disampaikan kepada
Pemerintah, DPRD dan masyarakat
* Tirn Penyusun terdiri dari kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD, LKPI
dan RLPPD
* Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja
penyusunan LPPD, LKP] dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi
ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi
sebagai ketua tim penyusun

lanjutan...

+ Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok
kerja penyusunan LPPD, LKPI dan RLPPD di lingkungan pemerintah
daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan
sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun

+ Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok
kerja penyusunan LPPD, LKPl dan RLPPD di lingkungan pemerintah
daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota
dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim
penyusun




Sistematika Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAE1 ¢ KETENTUAN UMUM

BAE I ¢ PENYUSUMAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2 sd Pasal 13 [Fen%galu.lmn Capaian Kinerja melaloi Penyelenpgaraan Pemerintahan daerak dan pelaksanaan TP
dari Pusat dan Provinsi, Tahapan Penyosonan sesuai format dan penyampaiannya)

o e T T N W EEEEEE E S E

BAE I ¢ PENYUSUNAN DAN PENVAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN)

Pasal 14 sd Pazal 20 (Ruang iingﬁmp Pengakuran Capaian Kinsrja melalui Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan
pelaksanaan TP dari Puzat dan Provinsi, Penyusunan sesuai format dan Pemyampaiannya)

[T

BAETV ¢ PERVUSUNAN DAN PENVAMPAIAN RINGKASAN LAPORAN PENVELENGCARAAN PEMERINTAHAN

BAEV ¢ TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAE VI :  JENIS PENGHARGAAN

BAE VII ¢ SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)
BAE VIII ¢ PENDANAAN

BAEIX :  KETENTUAN LAIN-LAIN

Permendagri No. 18 Tahun 2020

O Pasal 19 ayat (4). Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah
kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi
Daerah.

O Pasal 19 ayat (5): Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah
kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal

Otonomi Daerah dan gubemur sebagai wakil pemerintah pusat.




BAE III
PENYUSUNAN DAN PENYAMPATAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14 =d Pasal 20

—VIUATAN

~PENYUSUNAN

~PENYAMPAIAN

- UV X r

BAEII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
Permendagri 18/2020 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGIAWABAN

— 1. hasil penyelengearaan wrusan pemerintahan yang menjadi

'_I! — i kewenangan daerah yang dilaksanakan cleh pemerintah daerah;
it 2. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan

MUATAM

i 1.capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya
penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
L ——  Hasil penyelenggaraan | | 7 yehijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala dserah dan
urusan pemernntahan pelaksanaannys;

e 3. Tinjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumimya.

. Hasil pelaksanaan TP 1.TP yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
P dan penugasan 2. TP yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
J —=s Permasalahan dan upaya penyelesaian setiap TP atau penugasan

—p Laporan hasil pelaksanaan penugasan




K
P

] B
| PENYAMPAIAN

BAB I PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
| Permendagri 18/2020 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGIAWABAN
KELOMPOK KERIA LKP] minimal terdin dan ijen, Bappeda, Biro yang menangani
Pemerintahan dan kelembagaan dan tata lak=ana dan perangkat daerah lainnya
L . PENYUSUNAN Data LPPD = Data LKPj

rom— Sumber Data = Perangkat Diaerah ataw Statistik ‘

— Disusun sesuai Format yang telah ditetapkan |

L Oleh Kepala Daerah dalam rapat paripuma DPRD yang dilakulan 1 {satw) kali dalam 1 (satu)
tahwun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran beralkhir

oleh Wakil Kepala Daerah selaku pelaksana tugas Kepala Daerah.

Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atav berhalangan sementara, LKF) disampaikan

sementara, LKP) disampaikan oleh pejabat yang ditunjek untuk melaksanakan tugas Kepala Daerah.

alam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalzangan

| i PERAN DPRD DALAM LKPJ KEPALA DAERAH

-.—: harus melakrkan pembahasan LEPJ paling lambat 30 (tiga pulueh} hari setelah LKPI diterima

 Pembahasan terkait:
| ___ 3. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
b pelaksanaan peraturan dasrah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urisan Pemda.

| menerbitkan Rekomendasi sebagai bahan:
b | 3. penyusUnan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berkutnys;

b. penyusunan anggaran pada tahen berjalan dan tahun berikutnya; dan
€. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atav kebijakan strategis kepala daarah

e Rekomendasi DPRD terhadap LKPY provinsi disampaikan oleh DPRD kepada Gubemur dengan tembusan kepada Menteri
| melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

b Rekomendasi DPRD terhadap LKPI kabota disampaikan aleh DPRD kepada Bupatiwalikota dengan tembusan kepada
Menten melalui Direltur Jenderal Otenomi Daerah dan gubermur sebagai wakil Pemearntah Pusat.

| Hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh kepala daerah.
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Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat Pengpanti berakhir masa jabatannya sebslum tahun
angpgaran berakhi, Kepala Oaersh ataw Pejabat Pengpanti yang bersangkutan
menyampaikan Memaon Sersh Tedma Jsbatsn kepada ¥epala Daerah yang baru atzu
Pejabat Pengganti.

Memon serah temma [gbatan sebapgaimana dimaksud pads ayst (1), menjadi bahan
penyusunan LKPJ oleh Kepala Dasrah yang baru atau Pejabat Pengganti-

LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh Kepala
Diz=rah yang baru atsu Pejabat Pengganti.

Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKFPJ, RLPPD dan EPPD provinsi
bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja dasrsh provinsi.

Pendanzan penyusunan dan penyampaian LPPO, LKPJ dan RLPPD kabupatenikota
bersumber pada anggaran pendapatsn dan belanja dasrah kabupaten'kota.

Permasalahan terkait Penyusunan LKPJ




Permasalahan terkait Penyusunan LKPJ

Ketersediaan datafinformasi
yang tidak tepat wakiu baik
dari  Perangkat Dasrah
dalam maupun dukungan
data dari instasi vertikal yang
berwenang  mengeluarkan
dats resmi pererintah,

Tidak
laporan

ada format baku
dari  Perangkat
Diaerah yang akan
digunakan sebapai dasar
dalam penyusunan LEPL)

Realisasi pencapaian target

Penyapan LERJ harusnya
menggambarkan secara  komprehensif,
jupur, apa adanya, mengsnai
penyeltengparaan pemnerintahan  daerah
sehingga rmempermudah OPRDO
memberikan rekomendasi yang berisikan
saran, masukan danfatay  koreksi
terhadap penyelenggaraan urusan
desentralisasi, tugss pembantuan, dan
tugas uvmum pemerintahan.

Program  dan  kegiatan Kesesuaian capaian  kinerja Periunya  peningkatan  peran
Pecangkal Dasrsh ik berdasarksn  RKPD yang  Gubernur  sebagai  Waki

; merupakan penjabaran Pemerintah Pusat dalam
sesuai  Perancanaan dan :

: i tahunan RPJM Daerah dengan melakukan  pembinzan  dan
pentmgmya. menyamipdikan berpedomnan pada RPJF Pengawasan terhadap
permasaish dan salusinya Daerah. penyampaian  LKPJ Kabikota

yang tepat wakiu

TERIMA KASIH




PENDALAMAN TUGAS
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Universitas AEI/)

Materi :

Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah
yang Efektif dan Tepat Sasaran

Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA
(Analis Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
UNIVERSITAS AKI
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E5 U 3373014
DPRD
melakzanakan pengawaszan
terhadayp pelaksanaan Perds
Provinsi dan APED provinsi,
memints laporan keterangan
pertangsungiawaban gubernur

dalam penyelenggar. o
Provinsi ssem 101 vy as/a01e




PENGAWASAN OLEH DPRD
(Pasal 20 PP 12 TAHUN 2017)




laporan yang disampaikan oleh Pemerintah

Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
yang memuat hasil penyelengparaan wummsan
pemerintahan yang menyangknt
pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun
anggaran.

Ha=il penyelenggaraan
urusan pemerintahan vang
menjadi kewenangan daerah

vane dilaksanakan oleh

pemerintah daerah

Hasil pelakzanaan tugas g 2
pembantuan dan
pEnugasan
e = T s

A,

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN MELIPUTI

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta
permasalahan dan upaya penyelezaian =setiap urusan
pemerinizhan

KEebijakan strategiz vang ditetapkan oleh kepala
daerah dan pelakzanaannya

Tindal: lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat
daerah tahun anggaran sebelumnya




Hasil pelaksanaan tugas pembantuan berupa

Pemerintah Drserah provinsi terdiri atas capaian Enerja

3 Tugas pembantuaer  yang  diterima  dari pemsrintah
pueat

| b. Tugas pembantusn yang diberikan Eepada pemerintah

dasrah kshupaten'hota

Pemerintah Daerah  kabupatenketa terdiri ataz capaisn

knerja

a3 Tuzas pembantuan  yapg  diterimz  dari pemerintah
pueat

b. Tuzas pembantoan  yang  diterima  dari pemerintah
dasrah provioei

Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah
- Daerah berupa penugazan Pemerintah  Daerah
provinsi danfatau Pemerintah Daerah
kabupaten'kota kepada pemerintah deza

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan
penugasan jugas memuat permasalahan dan
upaya penyelesalan setiap tugas pembantuan
atau penugazan

Kepala daerah menyusun LEPJ
berdasarkan format yang ditetapkan

oleh Menteri




— (S

- Kepala daerah menyampaikan LEPJ kepada Dewan Perwakilan
Rakyar Daerah dalam rapat paripurna vang dilakukan 1 (satu)
kali dalam 1  (satu) tahun paling lambat 3 (dga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir

| Avat 2
* Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan
sementara, LEPJT disampaikan oleh wakil kepala dasrah =zelaku

pelakzana tugas kepala dasrah kepada Dewan Perwalkilan Rakvat
Daerah dalam rapat panpurna

- Dalam hal kepala dasrah dan wakil kepala daerah secara
bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara,
LEPJ disampaikan oleh pejahat pengganti kepala daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna

«
PERATURAN PEMERINTAH NO.13 TAHUN 2019
TENTANG

LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

‘ LPPD \; [ID mmxm> PEMERINTAH ‘




LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN
PP NO. 3 TH 2007 | PP NO. 13 TH 2019

: \ laporan yang disampai-
Laporaa ) Keterangan | | kan oleh Pemda kepada
Pertanggungjawaban \ DPFRD yang memuat
Kepala Daerah kepada DIGANTL | hagil penyelenggaraan
FIPRD . yang berupa I i X urusan pemerintahan
informasi penyelengga- / vang menyangkut per-
raan pemerintahan J tangpungjawaban kinerja
daerah selama 1 tahun yvang dilaksanakan oleh
atam akhir masa jabatam. Pemda selama 1 (satu)

tahun anggaran

TIDAK ADA LAGI LEPJ AKHIR MASA JABATAN

RUANG LINGKUP LKPJ

1. capaian  pelaksanaan program
i R penyelengga- dan kegiatan serta permasalahan
Taan urnsan pemerin- dan wupaya penyelesaian setiap
tahan yang menjadi| urusan pemerintahan;
kewenangan daerah 2. kebijakan strategis yang
yang  dilaksapakan| ditetapkan oleh kepala daerah
oleh Pemerintah dan pelaksanaannya; dan
o i L 3. tindak lanjut rekomendasi DPRD
tahun anggaran sebelumnya.

tugas pembantuan

dan pen 2. tungas pembantuan yang diterima

- 1. tugas pembantuan yang diterima
b. hasil pelaksanaan dari Pemerintah Pusat; dan
dari Pemerintah Daerah provinsi.




Pasal 18

(1) Kepala daerah menyusun LEPJ berdasarkan
format yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) LKEPJ disusun berdasarkan pelaksanaan
program dan kegiatan yang  ditetapkan
dalam dokumen perencanaan dan anggaran
tahunan.

Fasal 19

(1) Kepala daerah menyampaikan LEFPJ kepada DPRD
dalam r1apat paripurnayang dilakunkan 1 (satm) kali
dalam 1 (satm) tahmn paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap ataum
berhalangan sementara, LEPJ disampaikan oleh
wakil kepala daerah selaku pelak=ana tugas kepala
daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna.

{3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah
Secara bersamaan berhalangan tetap atau
berhalangan sementara, LEPJ disampaikan oleh
pejabat pengganti kepala daerah kepada DPRD
dalam rapat paripurna.




Paling lambat 30 (tiza puluh)
hari szetelah LEFPJ diterima, Dewan
Perwalkilan Rakyat Daerah harus
melakukan pembahazan LEPJ
dengan memperhatikan

Iy | Capaian knerja program dan
kegiatan

Pelaksanaan peraturan
dasrah dan/atan peraturan

kepala daerah dalam
menyelengearakan urusan
pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pembahazan
LEF], Dewan Perwakilan Ralkyat
Dasrah memberikan rekomendasi

schagal  bhahan dalam

Penyusunan perencanaan pada
tahun berjalan dan tahun
berikutmya

pada tahun berjalan dan
tahun berlutnya

Ketentuan lehih

lanjut mengenai
penyusunan dan
penyampaian LEKP.J
diatur dalam

Peraturan Menteri




TERIMA KASIH




PENDALAMAN TUGAS
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Universitas AEI/)

Materi :

Character Building : Menjadi Anggota DPRD yang Profesional,
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Berawal dari Masing-Masing Individu

Pertama,
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Kemudian Baru Lembaga/ Institusi

Perubahan HARUS dimulai dari masing-masing
dan kemudian akan BERDAMPAK erha
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Hakikat Kepemimpinan

SL’atLi seni (art) dan ilmu (sdence}
untuk
orang lain, atau orang-orang yang
dipimpin sehingga dari orang-
orang yang dipimpinnya timbul
suatu KEMAUAN, RESPECT,

KEPATUHAN dan -
KEPERCAYAAN terh:::pi“
pemimpin uptuk mel '.

apa yang dikehendaki oleh
pemimpin, atau tugas-tugas dan
tujuan organisasi,

secara efektif dan efisien




Memaknai Profesional

Profesional mervjuk pada sesecrang yang
menjalankan profesinya dengan keahlian finggi

[ | dan berpegang teguh pada nilai
moral terfentu | )

I

i
Memiliki sikap tanggung jawab,
, dan objektivitas dalam
menjalankan tugas tanpa
membiarkan perasaan pribadi
mengganggu hasil kerja.

Memiliki keahlian, dan
keterompilon yong terukur di bidangnyao

Integritas

Bertindak secara konsisten antara
apa yang dengan

sesual nilai-nilai yang
dianut (nilai-nilai dapat berasal dari
nilai kode etik di tempat dia bekerja,
nilai masyarakat atau nilai moral
pribadi — nilai §pitituarl$ -

(kamus kompetensi perilaku KPK) 3




adzfak SUU kﬂ'BEP
yang menunjuk konsistensi
antara tindakan dengan nilai dan
prinsip.

 Dalam etika, integritas diartikan

sbagal
dari tindakan seseorang.

« |awan dan integntas adalah
hipocnisy (hipoknit atau munafik).

5 Pekerti Integritas

Menjaga

martabat &
tidak
melakukan
hal-hal
tercela:




I

an, atau sesuatu

ing dipercayakan
_ seseorang untuk
dijaga dan ditunaikan
dengan baik

"y P T Oriven
. Social _ “Happiness Is
Driven ‘ Everything™
L

e Harmd

i




Love Your Job
Create he Atfitude
I'hat Makes It Possible
lo Achieve

[erima fasit




PENDALAMAN TUGAS
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Universitas A‘K’I//

Materi :

Focus Group Discussion (FGD)

Oleh :
Tim Universitas AKI

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
UNIVERSITAS AKI

L T R02s >

- O . S S S S W O O S O S S S S O S S O O e s

I
I
|
I
I
I
|
I
I
i
I
I
I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
]
I
|
I
1
]
|
I
|
I
1
I
1
I
1
I
I
|
|
I
I
I
I
i
1
|
I
I
I
|
I
I
I
I
[
I
I
I




A

Focus Group Discussion (FGD)

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

A. Pendahuluan

1. Umum
Berikut adalah laporan kegiatan Focus Group Discussion (FGD)
“Optimalisasi Pembahasan LKFJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel” yang dilaksanakan di Hotel

“Grand Karlita” Purwokerto - Banyumas.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan
pemahaman, kapasitas, dan kualitas Anggota DPRD serta perangkat
pendukungnya dalam  melakukan  pembsahasan Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah secara komprehensif, objektif, dan
berbasis regulasi, sehingga hasil pembahasan LKPJ dapat menjadi instrumen
pengawasan yang efektif dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja

pembangunan daerah.

3. Ruang Lingkup
Kegiatan ini merupakan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten
Purbalingga yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKl bekerjasama dengan Sekretariat
DPRD Kabupaten Purbalingga, yang dilaksanakan tanggal 04 sampai dengan O7
Februari 2028, bertempat di Hotel “Grand Karlita" Purwokerto - Banyumas yang
dihadiri oleh 49 peserta terdin dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Purbalingga.




A

Focus Group Discussion (FGD)

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pendalaman Tugas/Bimbingan Teknis bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Hasil yang Dicapai

Focus Group Discussion (FGD) ini menggunakan metode ceramah diikuti
diskusi interaktif antara pimpinan dan peserta dan dipandu cleh moderator Sdri. Annisa
Fathatil Hidayah A., S.50s.

Adapun hasil dari Focus Group Discussion (FGD) adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Kepala Daerah (Gubernur/BupatiWali
Kota) kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah selama : 1 (satu} tahun anggaran; atau Akhir masa jabatan Kepala Daerah.
a. Mekanisme Pembahasan LKPJ di DPRD
= Penyampaian
Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
» Pembahasan

Dibahas oleh DPRD melalui : Pansus (Panitia Khusus), atau Komisi sesuai

pembidangan

= Pendalaman Materi

Evaluasi capaian indikator kinerja

- Konsistensi EKPD — APBD — Realisasi

- Analisis serapan anggaran, Evaluasi program pricritas
- Analisiz temuan BPK (jika relevan)

- Ewvaluasi tindak lanjut rekomendasi sebelumnya




A

Focus Group Discussion (FGD)

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

b. Prinsip Pembahasan LKP.J

Objektif dan berbasis data

Tidak politis

Fokus pada kinerja, bukan personal

Mengedepankan kepentingan masyarakat

Beronentasi pada perbaikan tata kelola
c. Keterkaitan LKPJ dengan Dokumen Perencanaan
LKPJ harus dianalisis dengan membandingkan :
RPJMD — RKPD — APBD — Realisasi — LKPJ — Rekomendasi DFRD —
Perbaikan RKPD berikutnya
“Jika tidak sinkron, DPRD perlu memberikan catatan korektif

d. Tantangan dalam Pembahasan LKPJ

Data tidak lengkap atau tidak konsisten

Indikator kinerja tidak terukur

= Serapan anggaran rendah

Program tidak berdampak langsung

Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya belum optimal
e. Strategi Optimalisasi Pembahasan LKPJ
» Membentuk Pansus yang kompeten
= Melibatkan tenaga ahli
= Menggunakan pendekatan berbasis indikator kinerja
= Membandingkan dengan target RPJMD
= Sinkronisasi dengan LHP BPK

= Fokus pada outcome, bukan hanya output




A

Focus Group Discussion (FGD)

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

Pembahasan LKPJ merupakan instrumen strategis DPRD dalam menjalankan
fungsi pengawasan. Rekomendasi DPRD harus menjadi alat perbaikan tata kelola
pemerintahan daerah dan dasar penyempurnaan perencanaan pembangunan

tahun berikutnya.

Strategi Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah yang Efektif
dan Tepat Sasaran

LKPJ Kepala Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan kepada
DFRD. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD wajib membahas dan
membearikan rekomendasi sebagal  bahan  perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan ke depan.
Rekomendasi DPRD tidak boleh bersifat normatif dan umum, melainkan harus
spesifik, terukur, realistiz, dan dapat ditindaklanjuti (actionabla).
a. Prinsip Penyusunan Rekomendasi DPRD
Agar efektif dan tepat sasaran, rekomendasi harus memenuhi prinsip:
= Berbasis Data dan Fakia
- Mengacu pada capaian indikator kinera (KU, [KK, SPM)
- Membandingkan target dan realisasi
- Menggunakan data LHF BPK, hasil pengawasan DPRD, dan aspirasi
masyarakat
= Fokus pada Permasalahan Strategis
- Prioritas pada urusan wajib pelayanan dasar
- Program prioritas RPJMD dan RKPD
- Permasalahan yang berdampak langsung pada masyarakat
- Spesifik dan Terukur

= Menyebutkan OPD terkait




A

Focus Group Discussion (FGD)

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

- Menyebutkan indikator kinerja yang harus diperbaiki
-  Memiliki batas waktu tindak lanjut
» Selaras dengan Dokumen Perencanaan
- RPJMD
- RKFD
- KUA-PPAS dan APBD tahun berikutnya
b. Tahapan Strategis Penyusunan Rekomendasi
*  Analisis Dokumen LKFPJ Secara Komprehensif
- Analisis capaian kinerja program dan kegiatan
- ldentifikasi deviasi target dan realisasi
- Ewvaluasi serapan anggaran dan ocutput/outcome
» Sinkronisasi dengan Dokumen Pendukung

RPJMD dan RKPD

Renstra dan Renja OPD

LHP BPK

- Hasil Reses dan Pokok-Pokek Pikiran DPRD
» |dentifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
Gunakan pendekatan:
- Analisis gap (target vs realisasi)
- Analisis sebab-akibat (problem tree analysis)
- Evaluasi efektivitas anggaran
* Perumusan Rekomendasi
Gunakan rumus sederhana:
Masalah -+ Penyebab -+ Dampak — Solusi/Rekomendasi -+ Target

Perbaikan
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Focus Group Discussion (FGD)

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

» Penetapan Prioritas Rekomendasi
Kelompokkan ;
- Prioritas Tinggi (berdampak luas dan mendesak)
- Prioritas Menengah
- Prgritas Jangka Panjang
c. Strategi Agar Rekomendasi Tidak Sekadar Formalitas
= Mengintegrasikan rekomendasi ke dalam:
- RKPD Tahun berikutnya
- KUA-PPAS
- Pembahasan APED
» Membentuk Tim Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi
* Meminta laporan berkala dari Kepala Daerah
* Menggunakan rekomendasi sebagai dasar pengawasan triwulanan
Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif,
melainkan instrumen strategis untuk :
a) Meningkatkan akuntabilitas kepala daerah
b} Memperbaiki kualitas pelayanan publik
c) Menjamin efektivitas penggunaan APBD
d) Mendorong tercapainya target RPJMD
Rekomendasi yang efektif adalah rekomendasi yang tajam secara analisis, jelas

arah perbaikannya, dan konsisten dikawal tindak lanjutnya.

3. Charactar Building: Menjadi Anggeta DPRD yang Profesional, Berintagritas, dan
Berjiwa Kepemimpinan
Anggota DPRD memiliki paran strategis dalam menjalankan fungsi legizlasi, anggaran,
dan pengawasan. Tantangan tata kelcla pemerntahan yang semakin kompleks

menuntut anggota DPRD tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki karakter




“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan

A

Focus Group Discussion (FGD)

Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

kuat, integritas tinggi, sera jiwa kepemimpinan yang visioner dan responsif terhadap

aspirasi masyarakat.

Character building menjadi fondasi penting dalam membentuk pribadi wakil rakyat

yang profesional, beretika, dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.

a. Milai-Milai Dasar Character Building DPRD

» Profesicnalisme

Memahami peraturan perundang-undangan secara komprehensif,

Mampu menganalisis dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD,
RKPD, APBD).

Disiplin dalam kehadiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan.

Berbasis data dan fakta dalam setiap kebijakan.

= |ntegritas

Konsisten antara ucapan dan tindakan.
Menclak gratifikasi dan konflik kepentingan.
Transparan dan akuntabel.

Menjaga etika dan marwah lembaga DPRD.

= Kepemimpinan

Visioner dan memiliki arah kebijakan yang jelas.
Mampu membangun komunikasi lintas fraksi dan OPD.
Responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Mampu mengambil keputusan yang berani dan tepat.

b. Kompetensi yang Harus Dimiliki Anggota DPRD

= Kompetensi Substantif

Pemahaman regulasi pemerintahan daerah.
Kemampuan membaca laporan keuangan dan LKPJ.

Analisis kebijakan publik.
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Focus Group Discussion (FGD)

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

= Kompetensi Sosial
-  Komunikasi politik yang efaktif.
- Manajemen konflik.
- Kolaborasi dan negosiasi.
» Kompetensi Personal
- Kecerdasan emosional.
-  Manajemen waktu.
- Ketahanan moral dan mental.
c. Indikator Anggota DPRD yang Profesional dan Berintegritas
» Tidak terlibat kasus hukum.
= Aktif dalam pembahasan dan pengawasan.
= Konsisten memperjuangkan aspirasi konstituen.
= Menjadi figur yang dipercaya masyarakat.
Menjadi anggota DPRD bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah rakyat
yang harus dijalankan dengan profesionalisme, integritas, dan kepemimpinan yang
kuat. Character building bukan proses sesaat, melainkan pembentukan sikap dan
nilai yang harus terus diasah melalui pendidikan, pengalaman, dan komitmen

moral.

Penutup

Optimalisasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kepala Daerah merupakan bagian penting dalam memperkuat fungsi pengawasan
DPRD serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai
dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. Melalul pembahasan LKPJ yang sistematis, objektif,
dan berbasis data, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga
memberikan rekomendasi strategis yang konstruktf bagi perbaikan kinerja pemerintah

daerah di tahun berikutnya.
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Focus Group Discussion (FGD)

“Optimalisasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel ”

Sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah, didukung dengan
pemahaman regulasi yang komprehensif serta analisis capaian kinerja yang terukur,
akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bailk {good governance).
Rekomendasi DPRD atas LKPJ hendaknya menjadi instrumen perbaikan kebijakan,
peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan perencanaan dan
penganggaran daesrah,

Dengan demikian, optimalisasi pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda rutin
tahunan, melainkan momentum strategis untuk memastikan bahwa setiap program dan
kegiatan pemerintah daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat
serta peningkatan kesejahteraan publik. Komitmen bersama terhadap transparansi dan
akuntabilitas akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah

yang profesional, responsif, dan berintegritas.
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